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PEMERINTAH KABUPATEN BULLUMOAN BADAN KEPECAWAIAN NEGARA
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ANTARA
FEMERINTAH KABUPATEM BULUNGAN
DEMGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
FENILAIAN KOMPETENS! PEGAWAT KEGERT SIFIL
DI LINGEUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
MOMOR 180 /08 Perf HKM-IV /2015
NOMOR 03K KES/1V/2015

Pada hari ini rabu tanggal satu bulan aprll tahun dua ribu bma belas
berternpat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bewah ini, masing-

m

L.

asing:

Drs. SYAFRIL  selaku  Sekoetaris Daerah  Kabupaten Buhingan,
beralamat dan berkanter di Jalan Jelarsi, Tanjung Selor, Bulangan
Provinsi Kalimantan Utara 77212, dalam hal ini bertindak uniuk dan
atas nama Pemernnleh Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebat
PIHAK PERTAMA.

DR.IE BIMA HARIA WIBISANA MBIS sclaka Wakil Kepala Dadan
Kepegawaian Negara, beralamat dan berkantor di Jalan Mayjend. Sutoye
Nomaor 12, Cilibitan, Jakarta Timur 13640, dalam hal inmi bertindak
untuk dan atas nama Badan Hepegawalan Wegara yang selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untulk sclanjutnya secars bersama-
sama dissbut sebagei PARA PIHAK terlebih dahula mempertimbangkan
hal-hal sebaga berikut:

a.

Undang-Undang Momor 5 Tahun 2014 tentong Aparatur Sipil Negara,
antara lain ditesmukan bahws Badan Kepegawaian Negara adalah
Lembaga Pemerintah Mon Kementerian yang diberikan kewenangan
melakukan pembinaan dan penyelenpearsan manajemaon sparaiur sipil
negara secara nastonal,

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah scbagaimana telah empat kall diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun Z015;



<. Burat Kepala Badan Kepegowainn Dasrah Kabupaten Bulungan Nomor
800,/ 1050,/BKD-N1/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal pormehonan
kerjasama pengembangan S0M;

d. Burat Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan
Kepegawaian Megarm Nomor 126-30/W.5-5/55 Tanggal 9 Jamarl 2015,
perihal Fasilitasd Penilaian Kempetensi Pejabat  Administrator  dan
Pengawas dilingkungan Pemertintab Kabupaten Bulungan,

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakal mengadakan kerja
sama mengenal hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAHSUD DAN TUJUAN

1] Maksud Porienian Keriasama ini adalab antok mrwgindban kego
sama  antara  Pemerintah  Kabupaten  Bulungan  dengan Badan
Kepegawalan Megara dalam Penilaian Kompetens: Pegawai Negeri Bipil
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan,

12) Tuiuan Perianiian Keriasama ind adalah webagni dasar 'ﬁ-rq-rh-nmnrnnn
FPenilaian Kompetensi Pegawad Megeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bulungan.

Pasal 2
RUANG LINGHUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjisn Kerjasama inl melipu:

#.  Penyelenggaraan  penilaian  kompetensi  Pegawai  Megeri Sipil  di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;

b. Hewnjiban dan Hak;

. Jangka vakiu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama;

d. Pemhiayaan;

e. Porce Majeure; dan

f.  Penyelesalan porsetisiban,

Pasal 3
PENYELENUUAHAAN

Penyelenggaraan Penilaian sebhagaimana dimaksud dalam Paszal 2 hurufl a
dilaksanakan olch PARA PIHAK sesual dengan hak dan kewajiban masing-
i oeig, FITEATE.
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HEWAJIBAN DAN HAH

Kewnjiban dan Hak PIHAK PERTAMA:

a.

PIHAK PERTAMA berkewnjiban:

1) untule memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan  vang
TP RLA BRIEREIEARAR Béfielenggaraan Penllalan Bompetensi;

2} Menerima hasil Penilainn Kompetens vang dikeluarkan aleh Pihak
kedua; dan

3 Menyiapkan samana dan prasarana dalam pelaksanaan perianiian
mni.

PIHAK PERTAMA berhak menjadikan hasil Penilalan Kempetensi

schagai dolumen masukan alau pertimbangan dalam PEnempatan

dan penpembangan karir Pepawal Megeri Sipil 4l Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bulungan.

[2] Kewajiban dan Hak PIHAK KEEDUA:
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FIHAK KEDUA berkewajilan:
I| menyediakan tenamn Penilai Kompetenss;
2} melalukan Pendlaian Kempetensi; dan
3 melaporkan sccara terfulis dan memaparkan hasil Penilaion
Kompetensi kopada PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA herhak mennlalk intervensi dari ikl wanapnn yang
dapat mempengaruhi Hasil Penilaian Kompetensi.

PARA PIHAK berkewajiban menjaga  kershasiaan  hasil  Penilaisn
Kompetensi.

Pagal 5
JANGHA WAKTU

Perlanfan Kerjmmama ini muloi herlaba rorhirany eajnle ditpnd nennmand
sampai dengan tanggal 31 Desember 20135,

Perjenjian Kerjusama ini dapat diubah atay diperpanjang sesuai dengan
kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih
dahnln  dilalmlran  aardingod, don peshedtabunn seenrs tertulis,
sebelum dilakukan perubahan dan berakhis masa berlaku Peranjian
Kerjasama ini.
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Pagal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul schagal akibat dari pelaksanaan Perjanjian
Ferjasama ind diksbaskan pada Anggoron Pendopoten dan Dclanja
Daecrah Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2015 dengan
berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

PIHAK KEDUA menerima pembiayasn berupa honor fasilitator, honor
narogumber, honor tim keglatan, dao bisys perislasse dimas VARE
dilak=anakan sesual peraturan perundang-undangsn yvang mengatur
mengenai standar biaya.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] didasarkan pada
DUTEL PEOCD i, |AdEasany, WAL AL PENEIELHEE DEFEE BIEA PLHAR
PERTAMA.

Permintaan tertulls sebagaimana  dimaksud pada  ayat (3 yang
ditindaklanjuti dengan surat penetapan danfatau surat pernugasan dar
TTILATE DO,

Pazal T
FORCE MAJEURE

Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenubl kewajiban-kewsjiban
¥ROE tercaniirm dalam Perjanjian Kerasama ini yvang disebabkan oleh
tirrdakan danfaten diakibatkan olsh kejadian di luar kekuassan PARA
PIRAK |foroe  mojourd)  pang  occois  Tmsspasug  Lerkaitan  deogan
pelaksanaan Perjanjian Kerfasama ini, maks segala keterlambatan atau
kegagalan tidal disnggap sebagal kesalahan PARA PIHAK,

Apabila terjadi jorce majewere schageimana dimakswd pada ayat 1),
pihak vang mmngalami Groc maiocre boruo memberitahukan scoara
tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyehab, dan kewajiban yang
tertunda karena fores mapetice dalam waktu sclambat-lambatnya 7
{tufub) harn kalender, dengan melampirkan bukis-bukti yang layak atas
tegjadingn fore e faire teraehat

Apahbila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejok diterimanya pemberitahuan
sthagaimana dimaksud pada ayet (2) belum atan tidak ada tanggapan,
pihak vang menerima pemberitshuan dianggap telah menyetujui dan
stpakat segala hak dan kewajiban satu sama kain veng tertunda secara
musyawarah,

Setelah berakhir st dapat diatasinya force mojevre tersebut, maka
pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat force
megjercre wajib  segern melaksanakan  kewsjiban-kewajibannya  yang
rertunda secara musvawarah wntuk mufakat,



Pasal B
PENYELESAIAN FERSELISTHAN

1) Apabila dikemudian hari tmbul pecmasalshan delam  perbedaan
ponofoimon  deofutee polebkamenan Dojaojian Benjasae Dl as
PARA PIHAK, akan diselesasikan secara musyswarah untuk mufakar.

(2} Apabila Penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagrimana
dimalesud pada avat (1), tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat melalui
ey Daouckouiann W aentil Oueuesis gl Pengbnlian Meperl THRueE Seisr.

Pasal ©
EETENTUAN LAIN

Hal-hal yang behum diatur delam Perjanjanjian Kerjasama ini akan diatur
lebdh lanput dalam  perjanjian tambahan (addendum], yang merupakan
hagian tidak terpisahkan darl Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
FENUTUP

(1] Perjanjion Rerjooomo fnd dituat don ditandatengani olch FARA PIITAK
pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan
pada awal Perjanjian Kerjasama Inl, dibuat dalam rangkap 2 [dua)] ash,
masing-masing sama bunyinya, bermaterai culbup, dan mempongai
kebmatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PTHAK,
dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu] naskah asli Perjanjian
Kerjasama ini

[2) Demikian Perjanjian Hergasama ini dibuat untuk  dipstahi  dan
Allalboanalban ~leh BTARS BTIETAW
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